BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/335/K/411.013/2022
TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

Menimbang

Mengingat

BUPATI NGANJUK,

bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area
perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan
struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat
proses;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta
Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan
Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;



9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4
Tahun 2022;

10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Nganjuk
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU merupakan bagan yang  digunakan  untuk
mengindentifikasi alur yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
proses bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Evaluasi dan revisi terhadap Peta Proses Bisnis Pemerintah
Kabupaten Nganjuk dilakukan secara berkala dan/atau sesuai
kebutuhan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 28 Oktober 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,
ttd.

MARHAEN DJUMADI

an sesuai dengan aslinya,

SUTRISNO, SH,|M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 Q01

M




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/335/K/411.013/2022
TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

A. VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023

VISI:

TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT
(NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)
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MISI L

Mewujudkan
tatanan kehidupan
masyarakat yang
dinamis dan
harmonis,
berdasarkan
ketuhanan yang
maha esa, serta
dapat memelihara
kerukunan,
ketentraman dan
ketertiban

MISI II:

Meningkatkan kinerja
birokrasi yang bersih,
profesional dan
akuntabel (accountable)
demi masyarakat
kabupaten nganjuk
yang efektif dan efisien
melalui penyelengga-
raan pemerintahan
yang aspiratif,
parsipatif dan
transparan

MISI I1I:

Meningkatkan
kualitas, pelayanan
dan mutu pendidikan
dan kesehatan untuk
menghasilkan sumber
daya manusia yang
berkualitas

MISI IV: MISI V:
Meningkatkan Meningkatkan
keberpihakan kebanggaan

terhadapa kesenian,
kebudayaan dan
kearifan lokal yang
mampu mendorong
pembangunan sektor
pariwisata

pemerintah dalam
peningkatan ekonomi
kerakyatan berbasis
pertanian dan potensi
lokal serta sektor
produktif lain berbasis
teknologi tepat guna

MISI IV:

Infrastruktur publik

yang memadai dan

berkualitas sebagai

penunjang
pertumbuhan ekonomi
dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan
dan perlindungan dari
bencana




B. PETA PROSES BISNIS
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DAN PERLINDUNGAN LAPANGAN USAHA SEKTOR INDUSTRI LAPANGAN PEKERJAAN
Permintaan ANAK SEKTOR PERTANIAN DAN PERDAGANGAN
i y DAN PERIKANAN
konsultasi, informasi 5 N
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PENATAAN RUANG LINGKUNGAN KETANGGUHAN
DAN PELESTARIAN PENANGGULANGAN
MEDIA LINGKUNGAN BENCANA )I MEDIA




C. PETA SUB PROSES

1. NGK.01 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

§ [E E [ [# l [ & 1

NGK01.01 NGK.01.02 NGK.01.03 Perumusan NGK 01 .04 Pemerintahan
g Pengelolaan Penyelenggaraan kebijakan, dan kesejahteraan rakyat
= Keuangan daerah pengawasan pendampingan dan
> asistensi
-4
-
Z
z o o
i
5 NGK.01.05 NGK.01.06 Dukungan NGK.01.07 Informasi NGK 0108 Pengelolaan
o Perekonomian dan pelaksanaan tugas dan komunikasi aplikasi informatika
5 pembangunan dan fungsi DPRD publik
9
=
=
=
z [+ [+
<
L~ NGK01.09 NGK.01.10 Pengelolaan NGK.01.11 Penunjang NGK.01.12 Perencanaan,
§ raan statistik arsip urusan p d pes dahan, dan
v sektoral daerah evaluasi pembangunan
E kabupaten/kota daerah
a
-
=1
o
g [# [

NGK.01.13 Koordinasi NGK.01.14
dan sinkronisasi Penelitian dan
perencanaan pengembangan
pembangunan daerah daerah

2. NGK.02 PENINGKATAN PROFESIONALISME

DAERAH

APARATUR PEMERINTAH

E APARATUR

PEMERINTAH DAERAH

NGK.02 PENINGKATAN PROFESIONALISM

[ ]

NGK.02.01
Pengembangan sumber
daya manusia

3. NGK.03 PENINGKATAN STABILITAS SOSIAL

NGK.O3 PENINGKATAN STABILITAS SOSIAL

e G2

NGK.03.01 Pembinaan NGK.03.02 Peningkatan
dan pengembangan kewaspadaan nasional,
ketahanan ekonomi, kualitas & fasilitasi

sosial dan budaya penanganan konflik
sosial

NGK 03.03 Peningkatan NGK 03.04 Pencegahan,

ketentraman dan penanggulangan,
ketertiban umum penyelematan
kebakaran dan
penyelamatan non
kebakaran




4. NGK.04 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

[a ]

NGK.04 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT

e

[#
NGK.04.01 NGK.04.02 Rehabilitasi NGK.04.03 Perlindungan
Pemberdayaan sosial sosial dan jaminan sosial
5. NGK.05 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
E [+ [#
NGK.05.01 Pengelolaan NGK.05.02 NGK.05.03 Pembinaan
pendidikan Per;m:;r:aan perpustakaan

NGK.05.04

e B

NGKDS DS

NGK.05 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

daya saing kepemuctaan

d-ya saing keolahﬂgaan

6. NGK.06 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENGENDALIAN

PENDUDUK

g

53

3 E &

r4

= ﬁ NGK.06.01 Pemenuhan

< upaya kesehatan

T z perorangan dan upaya

] é kesehatan masyarakat

x

z2

]

$z @

o

z

=z ﬁ NGK.06.04

wa Pemberdayaan
masyarakat bidang

8 kesehatan

4

o

z

[

NGK.06.02 Peningkatan
kapasitas sumber daya
manusia kesehatan

o]

NGK.06.05 Pengendaliar
penduduk

(o

NGK 06.03 Penyediaan
farmasi, alat

kesehatan dan
makanan minuman

[+

NGK 06.06 Pembinaan
keluarga berencana
(KB)

7. NGK.07 PENINGKATAN KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK

el

NGK.07.01 Pengarus
utamaan gender
(PUG) dan
pemberdayaan
perempuan

PERLINDUNGAN ANAK

NGK.07 PENINGKATAN KESETARAAN GENDER DAN

=

NGK07.02 Perlindungan
perempuan

B

NGK.07.03 Perlindungan
khusus anak




8. NGK.08 PENINGKATAN PERTUMBUHAN LAPANGAN USAHA SEKTOR
PERTANIAN DAN PERIKANAN

- B B2

L

NGK.08.09 Peningkatan

kerjasama desa J

9. NGK.09 PENINGKATAN VOLUME USAHA SEKTOR INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN

] & 3B

<
3
=2
z
§ z
< § NGK.08.01 Penyediaan NGK.08.02 Penyediaan NGK 08.03 Pengendalian NGK.08.04 Pengendalian
3 § dan pengembangan dan pengembangan kesehatan hewan dan dan penanggulangan
= sSarana p kesehatan masyarakat bencana pertanian
4 ¥ veteriner
iz
a
§2 [#] [¥] [ [
™
ze NGK.08.05 NGK.08.06 NGK.08.07 Pengelolaan NGK 08.08 Pengelolaan
ﬁ a Perizinan usaha Penyuluhan perikanan budidaya sumber daya ekonomi
3 pertanian pertanian untuk kedaulatan dan
g E kemandirian pangan
S
&
g

-4
g
@
<
3
.3
= NGK.09.01 Perizinan NGK 09.02 Peningkatan NGK.09.03 Standarisasi
; 3 dan pendaftaran sarana distnbusi dan perlindungan
- perusahaan konsumen
o8
z3
2o
2 ;
[~} NGK.09.04 P, alian NGK.09.05 NGK09.06
= engend; Pengawasan
a‘ _z, izin usaha industri dan pemeriksaan Pengembangan UMKM
S koperasi
>
v
=z

10. NGK.10 PENINGKATAN PERLUASAN LAPANGAN PEKERJAAN

(]

NGK.10.01
Hubungan
industrial

NGK.10 PENINGKATAN PERLUASAN LAPANGAN
PEKERJAAN




11. NGK.11 PENINGKATAN IKLIM INVESTASI

]

NGK.11.01 Peningkatan
promosi dan iklim
investasi penanaman
modal

NGK.11 PENINGKATAN IKLIM INVESTASI

12. NGK.12 PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN PEMBERDAYAAN DESA

lembaga adat dan
masyarakat hukum adat

g

o

3

>

<

a NGK.12.01

= Pemberdayaan lembaga
= kemasyarakatan,

i

a

NGK.12 PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN

13. NGK.13 PENINGKATAN DAYA SAING PARIWISATA

[+ [%
NGK.13.01 Peningkatan NGK 13.02 Pemasaran
daya tarik destinasi pariwisata
panwisata

NGK.13 PENINGKATAN DAYA SAING PARIWISATA




14. NGK.14 PENINGKATAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN , KESENIAN DAN
TRADISI LOKAL DAERAH

] [;I l [

NGK.14.01 NGK.14.02 NGK.14.03 Pelestarian
Pengembangan Pengembangan kesenian dan pengelolaan
kebudayaan tradisional cagar budaya

NGK.14 PENINGKATAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN,
KESENIAN DAN TRADISI LOKAL DAERAH

15. NGK.15 PENINGKATAN INFRASTRUKTUR

(e r——
- 4
€ e m e
[
NGK.15 01 Pengeiolaan NGK.15.02 Penataan NGK.15.03
sumber daya air (SDA) bangunan gedung Penyelenggaraan jalan
[
4
=
z
:
s [# 2] [+
2 NGK15.04 NGK 15,05 NGK 15.06 Kawasan
E Pengembangan jasa Pengembangan permukiman
i konstruksi ahan
8 PRS- 1L r—&ﬁ.—,
wn
e
o
2 [ [ ]
NGK.15.07 Perumahan NGK.15.08 Peningkatan NGK 159
dan kawasan [prasarana, sarana dan Penyelenggaraan lalu
permukiman kumuh utilitas umum (PSU) lintas dan angkutan
jalan {LLAD)

16. NGK.16 PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAN
PELESTARIAN LINGKUNGAN

e

NGK.16.01
Penyelenggaraan
penataan ruang

NGK.16 PENINGKATAN PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN




17. NGK.17 PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN

NGK 17.01 Perencanaan NGK.17.02 Pengendalian NGK.17.03 Pengelolaan
lingkungan hidup pencemaran dan/atau persampahan

kerusakan lingkungan
hidup

NGK.17 PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN

18. NGK.18 PENINGKATAN KETANGGUHAN PENANGGULANGAN BENCANA

[

NGK.18.01

bencana

NGK.18 PENINGKATAN KETANGGUHAN
PENANGGULANGAN BENCANA




D. PETA RELASI ( (

NGK.O2 PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH
DAERAH

NGK.O1 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

BPEKAD SETDA DISKOMINFO
INSPEKTORAT SETWAN DINAS ARPUS
BKPSDM
BAPPEDA
NGK.03 PENINGKATAN NGK.04 PENINGKATAN NGK.05 PENINGKATAN KUALITAS NGK.06 PENINGKATAN KESEHATAN
STABILITAS SOSIAL KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PENDIDIKAN M'“’“"‘R""ﬂ;_gggglflﬁf“‘g"‘-‘“'“”
BAKESBANGPOL SATPOL PP DINSOS PPPA DISPENDIK DINAS ARPUS
DINKES DINAS PPKB
DINAS DAMKAR DISPORABUDPAR
NGK.07 PENINGKATAN NGK.08 PENINGKATAN NGK.09 PENINGKATAN VOLUME USAHA NGK.10 PENINGKATAN
KESETARAAN GENDER DAN KESETARAAN GENDER DAN SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN PERLUASAN LAPANGAN
PERLINDUNGAN ANAK PERLINDUNGAN ANAK PEKERJAAN
DISPERINDAG nm%ixop
DINSOS PPPA DIPERTA DINAS KPP DISNAKER |
DINAS PMD
NGK.11 PENINGKATAN IKLIM NGK.12 PENINGKATAN NGK.13 PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN NGK.14 PENINGKATAN PELESTARIAN
INVESTASI KEMANDIRIAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN DESA KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN TRADISI LOKAL
DESA DAERAH
DPMPTSP [ DISPORABUDPAR ’
DINAS PMD Lmsromvnmn
NGK.15 PENINGKATAN 0 PRAINGATAN PRETECENGUNAN NGK.17 PENINGKATAN KUALITAS NGK.18 PENINGKATAN KETANGGUHAN
INFRASTRUKTUR TAAN LINGKUNGANLLE‘ ARIA LINGKUNGAN PENANGGULANGAN BENCANA
DINAS PUPR DINAS PRKPP BPBD
DINAS PUPR DINAS LH
DISHUB

. Ditetapkan di Nganjuk
sesuai dengan aslinya, Pada tanggal 28 Oktober 2022
BAGIAN HUKUM

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.
JH, M.Si

Pembina &
NIP. 19680501 199202 1 001

MARHAEN DJUMADI



